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Penelitian ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dengan melihat 
kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi 
daerah di Kabupaten Musi Rawas. Adapun alat analisis yang digunakan adalah 
kontribusi PAD terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Indeks 
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian,. Data yang digunakan merupakan data sekunder 
dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2006-2012. Hasil penelitian, Kontribusi PAD 
terhadap APBD masih kuran yaitu sebesar 4,33 %. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,56 %, atau berada pada pola hubungan Instruktif. 
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukan kemampuan keuangan daerah masih 
kurang yaitu sebesar 4,33 %. Pada Rasio Indeks Kemampuan Rutin kemampuan daerah 
masih kurang yaitu sebesar 7,40 %. Rasio Keserasian menunjukan bahwa belanja rutin 
lebih besar daripada belanja pembangunan yaitu 60,67 % dan 39,22%. Untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas perlu 
menginsentifikasi penerimaan PAD, dengan mengoptimalkan semua sumber keuangan 
yang ada. 
 
Kata Kunci : keuangan daerah, otonomi daerah 
 
Abstract 
This research is a measure of the success of regional autonomy by looking at its financial 
capacity. So based on this, this study aims to determine the regional financial capacity in 
the effort to implement regional autonomy in Musi Rawas Regency. The analysis tools 
used are the contribution of PAD to the Regional Budget, Regional Financial 
Independence Ratio, Routine Capability Index, Harmony Ratio ,. The data used is 
secondary data from related government agencies, namely regarding the Regional 
Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the period 2006-2012. The results showed 
that the PAD contribution to the APBD was still low, namely at 4.33%. The Regional 
Financial Independence Ratio obtained an average value of 4.56%, or is in the Instructive 
relationship pattern. The ratio of degree of fiscal decentralization shows that regional 
financial capacity is still lacking, namely 4.33%. In the Routine Ability Index Ratio, the 
regional ability is still lacking, namely at 7.40%. The compatibility ratio shows that 
routine expenditure is greater than development expenditure, namely 60.67% and 39.22%. 
To improve the regional financial capacity, Musi Rawas District needs to identify revenue 
from PAD, by optimizing all available financial sources. 
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Tujuan dari pemberian Otonomi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 
Tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat 
menjalankan sistem roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran 
serta masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan meminimalisir kesenjangan serta 
keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing 
daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang 
keuangan. 
Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 huruf 1 
“Daerah otonom,” selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pengertian daerah otonom dimaksud agar disuatu daerah dapat berkembang sesuai 
dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh 
karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan 
mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang 
dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-
batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua 
kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar 
daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber 
pendapatan daerah, karena semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar juga 
kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri. 
Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik paling tidak ada 5 
(lima) strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Mulyanto, 2001): (i) Self Regular Power, 
dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan OTDA demi kepentingan masyarakat 
di daerahnya; (ii) Self Modifying Power, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap 
peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk 
terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) Creating Local 
Political Support, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai 
legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif 
maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) Managing Finansial 
Resources, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara 
optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta (v) Developing Brain Power, dalam arti 
membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada 
kapabilitas menyelesaikan masalah. 
Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara 
nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah 
yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber 
keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus 
menggantungkan diri pada dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
yang lebih tinggi. 
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Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan 
menggunakan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar-kecilnya penerimaan PAD 
seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. 
karena semakin besar PAD maka dikatakan semakin mampu suatu daerah tersebut untuk 
mencapai keberhasilan otonomi daerah. 
PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumber pendapatan 
daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa 
sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena 
kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
PAD merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan tingkat kemampuan suatu 
daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri, untuk itu daerah di tuntut untuk 
mampu menggali potensi-potensi yang ada di suatu daerah dalam meningkatkan PAD di 
daerah itu sendiri, agar daerah bisa mandiri dan mengurangi ketergantungan dana bantuan 
yang bersumber dari pusat dan dapat mencapai tujuan dari otonomi daerah. 
Secara Umum Total PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Musi Rawas 
mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2006 Total PAD Musi Rawas sebesar Rp. 
25.598.297.042. Sedangkan pada tahun 2012 Total PAD sebesar Rp. 
72.528.176.485, atau meningkat 64,7% selama 7 tahun, adapun rata-rata perkembangan 
PAD dari tahun 2006 sampai 2012 yaitu sebesar 13,37% . Adapun total dari dana 
perimbangan pada tahun 2006 sebesar 590.718.677.845. Sedangkan pada tahun 2012 total 
dana perimbangan sebesar Rp. 1.163.513.138.843 atau meningkat sebesar 49,2%. 
Sedangkan rata-rata perkembangan dana perimbangan per tahun dari tahun 2006 sampai 
2012 sebesar 9,6 %. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk menghitung kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun 2006-2012 dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Musi 
Rawas. 
2. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas dalam upaya mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah periode tahun 2006-2012. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis Data 
Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan 
data berkala dari tahun 2006-2012. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang 
diperlukan antara lain: 
a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Musi Rawas periode 
2006-2012. 
b. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas tahun 2013. 
c. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka Tahun 2013. 
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1. DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Musi 
Rawas. 
2. BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Musi Rawas. 
 
Metode Analisis Data 
Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu untuk menganalisis konstribusi PAD 
terhadap APBD tahun 2006-2012 dalam menunjang mendukung pelaksanaan otonomi 





Untuk mengetahui berapa besarnya Konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah 
di Kabupaten Musi Rawas digunakan rumus diatas. Untuk menjawab tujuan penelitian 
kedua, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi 
Rawas maka digunakan beberapa indikator kemampuan keuangan daerah terdiri dari: 
 
a.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 
 
Tabel 1. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 
Kemampuan  RKKD Pola Hubungan 
Keuangan Daerah        
Rendah Sekali  0,00% - 25,00%  Instruktif 
  
 
    
Rendah  25,01% - 50,00%  Konsultatif 
  
 
    
Sedang  50,01% - 75,00%  Partisipatif 
  
 
    
Tinggi  75,01% - 100%  Delegatif 
 
Sumber: Wulandari (2001) 
 
Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana 
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap 
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Berdasarkan hasil perhitungan kedua rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk 
mengetahui kemampuan keuangan. 
 
Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 
 
 
Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut 
semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah 
pusat.Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk 
melihatkonstribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan 
terlihat kinerjakeuangan daerah secara utuh. 
 
 
c.  Rasio Indeks Kemampuan Rutin 
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Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja operasi, 
hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006. 
 
d.  Rasio Keserasian 
 
Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara 
optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 
presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana 
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kontribusi PAD terhadap Anggaran PAD Tahun Anggaran 2006-2012  
 
Kontribusi PAD merupakan salah satu indikator dari kebijakan untuk mengukur 
kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio PAD berarti PAD semakin berkontribusi dalam 
total penerimaan daerah, sehingga daerah memiliki kemandirian keuangan semakin tinggi. 
Sebaliknya semakin rendah rasio PAD maka peran PAD terhadap total penerimaan daerah 
semakin kecil, sehingga kemungkinan daerah memiliki kemandirian keuangan semakin 
rendah. 
Adapun hasil perhitungan Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas 
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Tabel 4. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2006-2010 (dalam satuan rupiah) 
 
 
Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten 
Musi Rawas dari tahun ke tahun menunjukan keadaan yang tidak stabil dan cenderung 
berubah-ubah. Pada tahun 2006-2007 tingkat kontibusinya mencapai 4,06% dan 3,90% . 
Selanjutnya pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 3,35% dan pada tahun 2009 
meningkat menjadi 3,93%. Pada tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan kembali 
sebesar 4,26% dan 5,32% sampai 5,48%. Dari uraian dan perhitungan tabel 5.1 diatas 
dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap pembentukan APBD selama lima 
tahun pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas masih sangat kecil, dimana rata-ratanya 
sebesar 4,33%. Rendahnya Kontribusi PAD terhadap APBD disebabkan beberapa faktor, 
diantaranya karena kurangnya komponen penerimaan PAD yang masih sangat kecil dalam 
menunjang penerimaan APBD di Kabupaten Musi Rawas. 
 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 
Hasil Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam pada tabel 5. 
 
Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Musi Rawas 
Tahun Anggaran 2006-2012 
 
 
Berdasarkan tabel 5 terlihat rasio kemandirian mengalami peningkatan dan 
penurunan. Pada tahun 2006 rasio kemandirian mencapai 4,23% dan pada tahun 2007 
turun menjadi 4,05% kemudian tahun 2008 turun lagi menjadi 3,46%. Selanjutnya pada 
tahun 2009 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan dari 4,09% dan 4,49% menjadi 
5,70% sampai kenaikan menjadi 5,90%. Sehingga rata-rata dari rasio kemandirian adalah 
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sebesar 4,56%.  Rasio kemandirian yang masih rendah, dapat dilihat pada gambar 1 
berikut. 
 
Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 
 
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
 
Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam tabel berikut : 
 
Tabel 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Musi Rawas 
Tahun Anggaran 2006-2012 
 
Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa Rasio PAD terhadap TPD mengalami 
penurunan dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Dimana pada tahun 2006 Rasio PAD 
terhadap TPD sebesar 4,06% turun sebesar 3,90% dan turun lagi menjadi 3,35%. Setelah 
tahun 2009 sampai tahun 2012 Rasio PAD terhadap TPD terus meningkat. Dari tahun 
2009 sebesar 3,93% menjadi 5,48% pada tahun 2012. Peningkatan tertinggi hanya terdapat 
pada tahun 2012 sebesar 5,48%. Jika dilhat secara rata-rata, hasil rasionya adalah 4,33%. 
 
Rasio Indeks Kemampuan Rutin 
Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin 
tanpa transfer dari pemerintah pusat. Hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin 
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Tabel 7. Kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Musi Rawas 
Tahun Anggaran 2006-2012 
 
 
  Sumber : Data diolah, 2014 
 
Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun menunjukan 
keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Pada tahun 2006 dan 2007 rasio Indeks 
Kemampuan Rutin mencapai 8,03% dan 7,43%. Selanjutnya pada tahun 2008 mengalami 
penurunan menjadi 6,56% dan pada tahun 2009 menurun lagi mencapai 5,83%. 
Selanjutnya pada tahun 2010 sampai 2012 terus mengalami peningkatan, dimana pada 
tahun 2010 mencapai 6,05% mejadi 8,34% pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada 




Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam tabel 5.5 berikut ini: 
 
Tabel 8. Belanja Rutin, Pembangunan dan Total APBD Kabupaten Musi Rawas 
Tahun Anggaran 2006-2012 
 
 
Dari tabel 8 juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja modal yang belum 
stabil. Pada tahun 2006 rasio belanja rutin dan rasio belanja modal sebesar 61,56% dan 
38,30%. Sedangkan pada tahun 2007 rasio belanja rutin menurun menjadi 49,78% dan 
rasio belanja pembangunan naik menjadi 50,16%. Selanjutnya pada tahun 2008 rasio 
belanja rutin naik menjadi 51,99% dan rasio belanja peembangunan turun menjadi 
47,89%. Pada tahun 2009 rasio belanja rutin mengalami peningkatan sebesar 58,63% dan 
rasio belanja pembangunan menurun menjadi 41,28%. Kemudian pada tahun 2010 rasio 
belanja rutin naik 69,43% dan rasio belanja pembangunan turun mencapai 30,41%. 
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Selanjutnya tahun 2011 rasio belanja rutin meningkat sebesar 70,16% dan rasio belanja 
pembangunan menurun mencapai 29,62%. Sedangkan pada tahun 2012 rasio belanja rutin 
turun 63,13% dan rasio belanja pembangunan naik 36,87%. 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Berdasarkan Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung upaya pelaksanaan otonomi daerah tahun 
anggaran 2006-2012 masih relatif rendah, dan rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 
4,33% dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukan bahwa PAD mempunyai 
peranan yang relatif rendah dalam mendukung upaya pelaksanaan otonomi daerah di 
Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2006-2012. 
2. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan angka rata-ratanya 
sebesar 4,56% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan 
instruktif. Hal tersebut terlihat jelas menggambarkan masih besarnya tingkat 
ketergantungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap dana transfer pemerintah 
pusat. 
3. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 7 (tujuh) tahun menunjukan 
angka rata-rata sebesar 4,33% dengan kemampuan keuangan yang masih sangat kurang 
berada pada interval 0,00% - 10,00%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Musi Rawas belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri, dan masih 
bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai daerahnya sendiri. 
4. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering 
disebut juga dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya 7,40% dengan 
pola kemampuan masih berada dalam interval 0,00%-20.00% yang sangat kurang. Hal 
ini menunjukan bahwa PAD belum mampu untuk membiayai belanja rutin yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 
5. Berdasarkan Rasio Keserasian terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Musi Rawas lebih 
memprioritaskan belanja rutin daripada belanja pembangunan, hal ini terlihat dari rata-
rata rasio belanja rutin sebesar 60,67% sedangkan rasio belanja pembangunan hanya 
sebesar 39,22% dari total belanja. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih belum 
memperhatikan pembangunan daerah, dan lebih condong belanja rutin yang bersifat 
konsumtif daripada investasi. 
 
Saran 
Mengingat terbatasnya sumber-sumber penerimaan PAD, maka diperlukan 
penyerahan kewenangan beberapa sumber penerimaan yang potensial untuk dikelola dan 
dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi PAD, seperti PPh (Pajak Penghasilan). 
Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi 
pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan 
dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif 
yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini 
memerlukan kreaitifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-
sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak 
swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 
Pemerintah perlu meningkatkan intensifikasi penerimaan PAD, dengan 
mengoptimalkan semua sumber keuangan yang ada, salah satunya dengan pendirian 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor potensial yang berbentuk perusahaan daerah. 
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